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Abstract 

Law does not function solely as a set of norms regulating social behavior, but also as a 

system of meaning communicated to the public. The effectiveness of law is largely 

determined by how it is understood, accepted, and socially recognized. This article aims 

to examine the relationship between legal communication and social legitimacy through 

an interdisciplinary approach that integrates perspectives from legal studies, 

communication studies, and sociology. The method employed is a literature review using 

an analytical–qualitative approach to theories of legal communication, legitimacy, and 

communication practices in law enforcement. The findings indicate that legal legitimacy 

is derived not only from formal legality but also from communication processes that are 

transparent, participatory, and contextual. When legal communication fails to bridge state 

interests and public understanding, law risks losing its social legitimacy. Therefore, 

strengthening legal communication becomes an essential strategy for building public trust 

and fostering sustainable legal compliance. 
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Abstrak 

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku 

masyarakat, tetapi juga sebagai sistem makna yang dikomunikasikan kepada publik. 

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh bagaimana hukum dipahami, diterima, dan 

diakui secara sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara komunikasi hukum 

dan legitimasi sosial melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif ilmu 

hukum, ilmu komunikasi, dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah studi 

kepustakaan dengan pendekatan analitis-kualitatif terhadap teori-teori komunikasi 

hukum, legitimasi, serta praktik komunikasi dalam penegakan hukum. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari legalitas formal, tetapi 

juga dari proses komunikasi yang transparan, partisipatif, dan kontekstual. Ketika 

komunikasi hukum gagal menjembatani kepentingan negara dan pemahaman masyarakat, 

hukum berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, penguatan 

komunikasi hukum menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan publik dan 

kepatuhan hukum yang berkelanjutan. 

Kata kunci: komunikasi hukum, legitimasi sosial, kepatuhan hukum, interdisipliner 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan masyarakat modern, hukum menempati posisi yang sangat 

sentral sebagai instrumen pengatur tatanan sosial, penjaga ketertiban umum, dan sarana 

pencapaian keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang 

bersifat memaksa, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengarahkan perilaku 
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manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Menurut Friedman 

(1975), hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang keberfungsiannya ditentukan 

oleh struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas 

hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu bekerja. 

Namun demikian, keberlakuan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada legitimasi 

yuridis-formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hukum juga 

membutuhkan legitimasi sosial, yakni pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan 

masyarakat sebagai subjek hukum. Weber (1978) menegaskan bahwa hukum yang hanya 

sah secara formal tetapi tidak diterima secara sosial akan kehilangan otoritasnya dalam 

jangka panjang. Dalam kondisi demikian, hukum berpotensi menjadi sekadar teks 

normatif yang terlepas dari realitas kehidupan masyarakat. 

Legitimasi sosial menjadi elemen kunci karena hukum pada hakikatnya bekerja 

melalui kepatuhan. Kepatuhan yang bersifat sukarela dan berbasis kesadaran sosial jauh 

lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang lahir dari paksaan semata (Tyler, 2006). 

Ketika masyarakat memandang hukum sebagai adil, masuk akal, dan berpihak pada 

kepentingan bersama, maka hukum akan memperoleh legitimasi moral yang memperkuat 

daya ikatnya. Sebaliknya, hukum yang dipersepsikan tidak adil dan elitis cenderung 

melahirkan resistensi, pelanggaran, dan ketidakpercayaan publik (Rahardjo, 2009). 

Salah satu faktor fundamental dalam membangun legitimasi sosial hukum adalah 

komunikasi. Pada dasarnya, hukum merupakan produk dan proses komunikasi: ia 

dirumuskan melalui bahasa, disebarluaskan melalui berbagai media, serta diterapkan 

melalui interaksi simbolik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Habermas 

(1984) menyatakan bahwa legitimasi dalam masyarakat modern sangat ditentukan oleh 

proses komunikasi yang rasional, terbuka, dan partisipatif. Tanpa komunikasi yang 

memadai, hukum kehilangan kemampuan untuk dipahami dan dinegosiasikan maknanya 

oleh publik. 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, hukum dapat dipahami sebagai pesan yang 

harus dikodekan, disampaikan, dan ditafsirkan oleh khalayak. McQuail (2010) 

menegaskan bahwa pesan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh 

medium, konteks, dan latar belakang sosial penerimanya. Oleh karena itu, keberhasilan 

komunikasi hukum sangat bergantung pada kejelasan bahasa, strategi penyampaian, serta 

sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. 

Dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum di masyarakat sering kali tidak hanya 

disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, tetapi juga oleh kegagalan komunikasi 

hukum. Bahasa hukum yang kaku, teknis, dan elitis sering kali sulit dipahami oleh 

masyarakat awam. Hal ini menyebabkan hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh, 

asing, dan hanya milik kalangan tertentu. Luhmann (2004) menyebut kondisi ini sebagai 

“autopoiesis hukum”, yaitu situasi ketika sistem hukum terlalu tertutup dan 

berkomunikasi hanya dengan dirinya sendiri. 

Selain itu, sosialisasi hukum yang minim serta pendekatan koersif dalam penegakan 

hukum turut memperlebar jarak antara hukum dan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan 

tanpa komunikasi yang humanis dan dialogis, hukum cenderung dipersepsikan sebagai 

alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan sosial (Soekanto, 2012). Akibatnya, 

kepatuhan yang muncul bersifat semu dan temporer, bukan lahir dari kesadaran hukum 

yang mendalam. 

Bahasa hukum yang kompleks dan teknokratis menjadi salah satu penghambat 

utama komunikasi hukum. Menurut Tiersma (1999), bahasa hukum sering kali dibangun 
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untuk presisi normatif, tetapi mengorbankan keterpahaman publik. Ketika masyarakat 

tidak memahami isi, tujuan, dan manfaat hukum, maka kepatuhan yang muncul 

cenderung bersifat terpaksa. Oleh karena itu, komunikasi hukum menuntut adanya 

simplifikasi bahasa, keterbukaan informasi, serta dialog yang setara antara pembuat 

hukum, penegak hukum, dan masyarakat. 

Legitimasi sosial sendiri merujuk pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap 

suatu sistem atau otoritas, termasuk hukum. Weber (1978) membedakan legitimasi ke 

dalam tiga tipe, yaitu legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam konteks 

negara hukum modern, legitimasi hukum terutama bersumber dari rasionalitas dan 

legalitas formal. Namun demikian, legitimasi rasional-legal tetap membutuhkan 

dukungan sosial agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. 

Legitimasi sosial hukum terbentuk ketika masyarakat memandang hukum sebagai 

adil, relevan, dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup. Tyler dan Huo (2002) 

menegaskan bahwa persepsi keadilan prosedural memainkan peran penting dalam 

membangun kepercayaan dan kepatuhan hukum. Jika hukum dianggap tidak responsif 

terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka akan muncul berbagai bentuk 

perlawanan sosial, mulai dari pelanggaran hukum hingga delegitimasi institusi hukum itu 

sendiri. 

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengkaji komunikasi hukum sebagai 

elemen strategis dalam pembentukan legitimasi sosial melalui pendekatan interdisipliner. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, 

tetapi juga sebagai proses komunikasi sosial yang sarat dengan makna, simbol, dan relasi 

kekuasaan. Dengan mengintegrasikan perspektif ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan 

sosiologi, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai pentingnya komunikasi hukum dalam membangun kepercayaan 

publik dan keberfungsian hukum dalam masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan 

dengan tema komunikasi hukum, legitimasi sosial, dan pendekatan interdisipliner. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep-konsep 

komunikasi dan legitimasi dalam konteks hukum. Pendekatan interdisipliner digunakan 

untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum 

dan masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunikasi Hukum sebagai Fondasi Legitimasi 

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi hukum merupakan fondasi utama 

dalam membangun legitimasi sosial hukum. Legitimasi tidak lahir secara otomatis dari 

keberadaan undang-undang atau keputusan pengadilan, melainkan terbentuk melalui 

proses komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami, menilai, dan menerima 

hukum sebagai sesuatu yang sah dan bermakna. Habermas (1984) menegaskan bahwa 

legitimasi dalam masyarakat modern bertumpu pada rasionalitas komunikatif, yakni 

proses pertukaran argumen yang terbuka, inklusif, dan bebas dari dominasi. Dalam 

konteks ini, hukum yang dikomunikasikan secara transparan, konsisten, dan partisipatif 

cenderung lebih mudah memperoleh penerimaan sosial. 
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Komunikasi hukum yang efektif memungkinkan masyarakat tidak hanya 

mengetahui apa isi hukum, tetapi juga memahami tujuan, nilai, dan rasionalitas di balik 

pembentukannya. Menurut Tyler (2006), kepatuhan hukum yang berkelanjutan lebih 

banyak dipengaruhi oleh persepsi legitimasi dibandingkan oleh ancaman sanksi. Ketika 

masyarakat merasa bahwa hukum disampaikan dengan jujur, adil, dan menghormati 

martabat mereka sebagai warga negara, maka kepatuhan akan muncul secara sukarela. 

Sebaliknya, hukum yang disosialisasikan secara sepihak dan bersifat instruktif cenderung 

melahirkan kepatuhan semu yang rapuh. 

Dalam praktik penegakan hukum, cara aparat hukum berkomunikasi dengan 

masyarakat turut menentukan citra dan legitimasi hukum itu sendiri. Aparat penegak 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai komunikator 

hukum yang merepresentasikan wajah negara di hadapan publik. Gaya komunikasi yang 

dialogis, persuasif, dan humanis dapat membangun kepercayaan publik, sedangkan 

pendekatan koersif dan represif justru memperkuat stigma negatif terhadap hukum 

(Soekanto, 2012). Oleh karena itu, komunikasi hukum tidak dapat dipisahkan dari etika 

penegakan hukum. 

Pendekatan koersif dalam penegakan hukum sering kali menempatkan masyarakat 

sebagai objek yang harus tunduk, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk 

memahami dan menilai hukum. Rahardjo (2009) mengkritik praktik hukum yang terlalu 

legalistik dan menekankan bahwa hukum seharusnya hadir sebagai sarana pembebasan 

dan perlindungan masyarakat. Tanpa komunikasi yang empatik, hukum berisiko 

kehilangan legitimasi moralnya dan dipersepsikan sebagai alat kekuasaan semata. 

Selain itu, komunikasi hukum juga berkaitan erat dengan keadilan prosedural. Tyler 

dan Huo (2002) menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima putusan hukum yang 

merugikan mereka apabila prosesnya dipersepsikan adil dan komunikatif. Keadilan 

prosedural tidak hanya tercermin dalam aturan formal, tetapi juga dalam cara aparat 

hukum menjelaskan, mendengarkan, dan merespons masyarakat. Dengan demikian, 

komunikasi hukum menjadi jembatan penting antara norma hukum dan pengalaman 

sosial warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Hubungan Kualitas Komuniasi Hukum dengan Legitiminasi Sosial 
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Penjelasan Gambar: Hubungan Kualitas Komunikasi Hukum dan Legitimasi Sosial 

 

Grafik batang di atas menggambarkan hubungan konseptual antara kualitas 

komunikasi hukum dan persepsi legitimasi sosial. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat 

kualitas komunikasi hukum yang dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, 

dan tinggi, sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan tingkat persepsi legitimasi sosial 

dalam skala 0-100. 

Grafik menunjukkan bahwa pada tingkat komunikasi hukum rendah, persepsi 

legitimasi sosial juga berada pada tingkat yang relatif rendah. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa komunikasi hukum yang bersifat tertutup, minim sosialisasi, 

serta menggunakan bahasa yang kaku dan teknis cenderung tidak mampu membangun 

kepercayaan publik. Dalam situasi demikian, hukum sering dipersepsikan sebagai 

instrumen kekuasaan yang jauh dari kepentingan masyarakat. 

Pada tingkat komunikasi hukum sedang, terjadi peningkatan persepsi legitimasi 

sosial secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi hukum yang lebih 

sistematis, penggunaan bahasa yang lebih komunikatif, serta keterbukaan informasi mulai 

berkontribusi dalam membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap 

hukum. Meskipun demikian, legitimasi yang terbentuk pada tahap ini masih bersifat 

parsial dan belum sepenuhnya kokoh. 

Sementara itu, pada tingkat komunikasi hukum tinggi, persepsi legitimasi sosial 

mencapai tingkat paling tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa komunikasi hukum 

yang transparan, dialogis, dan partisipatif mampu membangun kepercayaan publik secara 

kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipatuhi karena adanya 

sanksi, tetapi juga karena dipahami dan diyakini sebagai sistem yang adil, rasional, dan 

berpihak pada kepentingan bersama. 

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa legitimasi sosial hukum 

berbanding lurus dengan kualitas komunikasi hukum. Semakin efektif komunikasi hukum 

dilakukan, semakin besar pula tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

hukum. Oleh karena itu, penguatan komunikasi hukum menjadi strategi kunci dalam 

membangun legitimasi hukum yang berkelanjutan, terutama dalam masyarakat 

demokratis yang menuntut keterbukaan dan partisipasi publik. 

 

Interaksi Hukum, Media, dan Opini Publik 

Dalam masyarakat modern, komunikasi hukum tidak dapat dilepaskan dari peran 

media massa dan media digital. Media berfungsi sebagai perantara utama antara institusi 

hukum dan masyarakat luas. Melalui media, informasi hukum disebarluaskan, 

ditafsirkan, dan dibingkai sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. McQuail 

(2010) menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga 

membentuk realitas sosial melalui proses seleksi dan framing. 

Pemberitaan hukum yang tidak berimbang, sensasional, atau bias kepentingan dapat 

memengaruhi persepsi publik dan melemahkan legitimasi hukum. Kasus-kasus hukum 

yang disajikan secara dramatis tanpa konteks yang memadai sering kali menimbulkan 

prasangka dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dalam kondisi 

demikian, hukum tidak lagi dinilai berdasarkan substansi dan prosedurnya, melainkan 

berdasarkan citra yang dibangun media (Surette, 2015). 
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Sebaliknya, komunikasi hukum yang memanfaatkan media secara edukatif dan 

informatif dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat. Media dapat menjadi sarana 

strategis untuk menjelaskan proses hukum, hak dan kewajiban warga, serta rasionalitas 

di balik kebijakan hukum tertentu. Menurut Livingstone (2009), literasi hukum melalui 

media berperan penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan 

partisipatif. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat tidak mudah terprovokasi 

oleh informasi yang menyesatkan. 

Di era digital, komunikasi hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks. 

Media sosial memungkinkan informasi hukum menyebar dengan cepat, tetapi juga 

membuka ruang bagi disinformasi, hoaks, dan polarisasi opini publik. Castells (2013) 

menyebut fenomena ini sebagai “ruang komunikasi jaringan” yang bersifat cair dan sulit 

dikendalikan. Dalam konteks ini, institusi hukum tidak lagi menjadi satu-satunya sumber 

otoritatif informasi hukum, melainkan harus bersaing dengan berbagai narasi alternatif. 

Disinformasi hukum dapat berdampak serius terhadap legitimasi hukum. Informasi 

yang keliru mengenai undang-undang, putusan pengadilan, atau tindakan aparat hukum 

dapat memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial. Oleh karena itu, negara dan institusi 

hukum dituntut untuk lebih proaktif dan adaptif dalam menyampaikan informasi hukum 

yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Komunikasi hukum di era digital harus bersifat 

dua arah, responsif, dan memanfaatkan berbagai platform komunikasi secara strategis. 

Selain itu, kehadiran media digital juga membuka peluang bagi partisipasi publik 

dalam diskursus hukum. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, dan 

pengalaman mereka terkait hukum melalui ruang digital. Dalam perspektif demokrasi 

deliberatif, partisipasi ini dapat memperkuat legitimasi hukum apabila dikelola secara 

konstruktif (Habermas, 1996). Namun, tanpa strategi komunikasi yang tepat, ruang digital 

justru dapat memperuncing konflik dan memperlemah kepercayaan publik. 

 

Perspektif Interdisipliner dalam Memahami Legitimasi Hukum 

Pendekatan interdisipliner menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara 

utuh jika hanya dilihat sebagai sistem normatif yang tertutup. Hukum selalu beroperasi 

dalam ruang sosial yang dipenuhi oleh nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan. Oleh 

karena itu, integrasi perspektif ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan sosiologi menjadi 

penting dalam menganalisis legitimasi hukum secara komprehensif. 

Ilmu hukum menyediakan kerangka normatif mengenai keabsahan, struktur, dan 

prosedur hukum. Namun, kerangka normatif ini tidak cukup untuk menjelaskan mengapa 

suatu hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat. Di sinilah ilmu komunikasi berperan 

dalam menjelaskan proses penyampaian, interpretasi, dan negosiasi makna hukum. 

Hukum, dalam pandangan komunikasi, adalah pesan simbolik yang maknanya tidak 

tunggal dan selalu terbuka untuk ditafsirkan (Tiersma, 1999). 

Sosiologi hukum melengkapi analisis dengan memahami bagaimana hukum 

berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan kekuasaan. Luhmann (2004) melihat 

hukum sebagai sistem sosial yang berkomunikasi melalui kode legal–ilegal, tetapi tetap 

bergantung pada lingkungan sosialnya. Respons masyarakat terhadap hukum tidak hanya 

ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh pengalaman historis, kepercayaan terhadap 

institusi, dan kondisi sosial ekonomi. 

Integrasi ketiga perspektif ini memperkaya pemahaman mengenai legitimasi 

hukum. Legitimasi tidak hanya dipahami sebagai persoalan kepatuhan terhadap aturan, 

tetapi juga sebagai hasil dari proses komunikasi yang melibatkan pengakuan, 
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kepercayaan, dan partisipasi sosial. Pendekatan interdisipliner memungkinkan analisis 

yang lebih kontekstual dan realistis terhadap problematika hukum di masyarakat. 

Dengan demikian, penguatan legitimasi hukum menuntut reformasi tidak hanya 

pada aspek substansi dan struktur hukum, tetapi juga pada cara hukum dikomunikasikan. 

Pendidikan hukum publik, transparansi institusi, dan peningkatan kapasitas komunikasi 

aparat penegak hukum menjadi agenda penting dalam membangun hukum yang 

berwibawa dan berkeadilan. Hukum yang komunikatif bukanlah hukum yang kehilangan 

ketegasannya, melainkan hukum yang mampu menjelaskan dirinya dan memperoleh 

dukungan sosial secara rasional dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Komunikasi hukum memiliki peran strategis dalam membangun dan 

mempertahankan legitimasi sosial hukum. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh 

keabsahan formal suatu peraturan, tetapi juga oleh bagaimana hukum dikomunikasikan 

dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Pendekatan interdisipliner menunjukkan bahwa 

penguatan komunikasi hukum yang transparan, dialogis, dan kontekstual dapat 

meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kepatuhan hukum yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu disertai dengan reformasi 

komunikasi hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. 
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